BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan
studi kepustakaan mengenai permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti

memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawalan kendaraan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak
diatur secara khusus, namun tersirat dalam Pasal 134 dan Pasal 135 yang
mengatur hak utama di jalan serta kewenangan kepolisian. Kewenangan
tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan
peraturan internal kepolisian sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik.
Ketiadaan pengaturan khusus mengenai pengawalan terhadap masyarakat
sipil menyebabkan pelaksanaannya didasarkan pada pertimbangan urgensi,
keselamatan, ketertiban lalu lintas, dan kepentingan umum sesuai prosedur
yang berlaku.

2. Urgensi pengaturan pengawalan kendaraan terhadap masyarakat sipil
bertujuan menjamin keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas
dalam kondisi tertentu yang berisiko. Pemberian pengawalan didasarkan
pada penilaian urgensi dan kebutuhan objektif dengan mengacu pada Pasal
134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta harus

dilaksanakan secara selektif dan sesuai standar operasional prosedur.
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B. Saran
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Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

terkhusus kepada Satlantas Polres Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1.

Pengaturan pengawalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 masih bersifat implisit melalui Pasal 134 dan Pasal 135,
sehingga diperlukan regulasi yang lebih rinci dan tegas, khususnya
terkait pengawalan masyarakat sipil. Oleh karena itu, Polri perlu
memperkuat regulasi turunan melalui Peraturan Kapolri dan SOP
agar pelaksanaannya seragam, disertai sosialisasi, transparansi
prosedur guna meningkatkan akuntabilitas dan mencegah
penyimpangan. Pengawalan dapat dilakukan dalam keadaan
mendesak, sepanjang didasarkan pada alasan objektif dan
dilaksanakan secara proporsional tanpa mengurangi hak pengguna
jalan lainnya.

Satlantas Polres Bojonegoro disarankan menyusun pedoman
urgensi pengawalan berbasis indikator yang objektif dan terukur,
yang dalam implementasinya harus dilakukan secara profesional,
transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
Undang-Undang. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan
kompetensi petugas Patwal melalui pelatihan dan pengawasan yang
berkelanjutan, serta penguatan edukasi dan transparansi informasi
kepada masyarakat guna menjaga keselamatan dan mencegah

terjadinya penyalahgunaan kewenangan
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